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Abstrak :  Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana 
pembangunan industri di tingkat daerah menjadi tanggung 
jawab pemerintah daerah. Penyusunan rencana pembangunan 
industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan 
Pemerintah Daerah dalam memajukan sektor industri yang 
dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, dalam, 
sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi. Dengan 
pertimbangan dan latar latar pemikiran tersebut di atas, 
Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk 
menyusun rencana pembangunan industri untuk jangka 
waktu beberapa tahun ke depan dengan membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038. Peraturan Daerah 
tersebut disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya 
industri Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial 
ekonomi dan daya dukung lingkungan. Dengan ditetapkannya 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038, diharapkan dapat 
mendorong kemajuan sektor Industri di Kabupaten Purworejo; 
 

 Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat 
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
2017, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 

2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 
Tahun 2011. 

 

 Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Ketentuan Umum, 
Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, 
Rpik 2018-2038, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Dan 
Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup, dengan 
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 
pengaturannya, terdiri dari 7 BAB 14 Pasal. 

 



 
Catatan :  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 

Desember 2018; 

 Terdapat 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan terdiri dari 35 Hlm; 

 Penjelasan 2 Hlm 
 




